NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Nomor : / / /2023
dan

Nomor : T/ 16 / PL10/HK.05.00/PKS/2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
DALAM RANGKA STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY) PEMBANGUNAN
KAMPUS PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) DI KABUPATEN
KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di
Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. H. Ahmad Safei, SH. MH. : Bupati Kolaka dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Kolaka yang berkedudukan di Jalan Pemuda
No. 118 Kolaka Sulawesi Tenggara, selaku
pemberi hibah yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

IL Ir. Ilyas Mansur, M.T. . Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Politeknik Negeri Ujung Pandang yang
berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan
Km. 10 Tamalanrea Makassar Sulawesi
Selatan, Selaku penerima hibah yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DASAR

1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003
Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara (LN RI Tahun
2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272),

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kguangan
Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541),

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 tahun 2011, tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 tahun 2019, tentang tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian data hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/149/2021 tentang Penetapan Penerima Hibah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021.



a. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan bantuan hibah kepada PIHAK KEDUA
berupa dana sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun
Anggaran 2023;

b. Bahwa PIHAK KEDUA mengelola dana tersebut dengan mekanisme Swakelola tipe

I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab anggaran.

c. Bahwa PIHAK KEDUA menerima dan sanggup menggunakan serta
mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat
mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah yang diatur dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:

TUJUAN HIBAH
Pasal 1

Pemberian hibah kepada Politeknik Negeri Ujung Pandang dipergunakan untuk pelaksanaan
kegiatan studi kelayakan (Feasibility Study) pembangunan kampus Program Studi Di Luar
Kampus Utama (PSDKU) di Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2023, yang disetujui oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
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BESARAN DANA HIBAH
Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PITHAK KEDUA berupa uang sebesar
Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan
Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/117/2023 tentang Penetapan Penerima
Hibah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;

Pemberian dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran
2023 melalui DPA-PPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kolaka.

HAK PARA PIHAK
Pasal 3

PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah yang telah ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan digunakan semata untuk
kegiatan seperti yang tercantum dalam Pasal 1.
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PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan penggunaan dana hibah dari PIHAK
KEDUA berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran serta
pertanggungjawaban lainnya yang terkait dengan penggunaan dana hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan (audit) atas penggunaan dana hibah
yang digunakan oleh PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun melalui lembaga
auditor internal pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten
Kolaka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA;

Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang yang terbukti
melakukan penyimpangan dana hibah sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah
dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan NPHD ini, maka PIHAK KEDUA
harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

PIHAK PERTAMA menyalurkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan
pencairan dana hibah.

PIHAK KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari PIHAK
PERTAMA untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dana hibah tersebut untuk kegiatan
apapun yang tidak terkait dengan pelaksanaan Program Studi Di Luar Kampus Utama
(PSDKU) Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) di Kabupaten Kolaka, sesuai
dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.

PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan
bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal
yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpanan dalam penggunaan dana hibah.
PIHAK KEDUA wajib menunjukkan dan memberikan seluruh data, bahan dan
dokumen serta barang dalam bentuk apapun yang diminta oleh PIHAK PERTAMA
dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan dana hibah yang diterima oleh
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam
pencairan dana hibah dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh
dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah tersebut.

PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA bilamana akan
melakukan pembiayaan kegiatan yang tidak tercantum pada Rencana Anggaran Biaya
dan/atau akan melakukan revisi mata anggaran dan nominal anggaran.



TATA CARA PENYALURAN HIBAH
Pasal 5

(1) Penyaluran dana hibah dilakukan secara Langsung atau dalam 1 (satu) tahap yang
ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah yang tertera pada Pasal 2
ayat (1).

(2) Untuk pencairan bantuan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PIHAK
KEDUA mengajukan surat pemohonan pencairan kepada PIHAK PERTAMA dengan
lampiran :

a. Surat permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati melalui Bagian
Kesejahteraan Masyarakat selaku PPKD, dilengkapi rincian rencana penggunaan
dana hibah.

b. Susunan pengelola.

c. Salinan/fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pimpinan pada instansi
penerima hibah yang bertanggungjawab sebagai penerima hibah.

d. Salinan/fotcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama yang bertanggungjawab
sebagai penerima dana hibah.

e. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pimpinan penerima
belanja hibah.

f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

g. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
akan digunakan sesuai dengan NPHD.

h. Surat Keputusan Bupati, tentang penetapan penerima hibah.

i. Dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Jumlah dana hibah yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA akan dicairkan
100% (seratus persen) kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah Surat Permohonan Pencairan Dana PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA, dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer melalui
rekening:

Nama Rekening :  RPL 054 BLU POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
UNTUK OPERASIONAL PENERIMAAN

Nomor Rekening : 00004-01-30-001771-7

Nama Bank : BANK BTN

TATA CARA PELAPORAN HIBAH
Pasal 6

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada
PIHAK PERTAMA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga)



bulan atau pada setiap akhir semester kegiatan terhitung sejak tanggal PIHAK PERTAMA
menyalurkan dana hibah.

SANKSI
Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
maka PIHAK PERTAMA sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada melaporkan kepada
instansi  berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundamg-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Pengadaan Barang dan Jasa untuk pelaksanaan program kegiatan ini harus senantiasa
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam NPHD ini akan diatur kemudian dalam perjanjian
tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini atas
dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PENUTUP
Pasal 9

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

H. Ahmad Safei, SH. MH.
Bupati Kolaka







